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BUPATI BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

HOMOR LER LY ] TAHHH L L L L L

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

. d.

BUPATI BATANG,

bahwa pembangunan permukiman baru dan
padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta
peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan
peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;

bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan
cara tanki septik yang tidak memenuhi standar
teknis dan standar baku mutu air limbah
domestik, mengakibatkan akumulasi bahan
pencemar air tanah dan air permukaan;

bahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan
pengelolaan air limbah domestik dan untuk
mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk
melindungi fungsi lingkungan hidup perlu
peraturan pengelolaan air limbah domestik secara
baik dan benar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
(Berita Republik Indonesia Tahun Il 1946 Nomor
llj}édang«aUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);
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% g:nf:al}g-ﬂndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
558?}1'. sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik;

7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Permukiman;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERAT URAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .
Dalam peraturan daerah ini yans ;;{lnaksud dengan:
1. D dalah Kabupaten Batang. :
2 P:;ﬁnﬁﬁhamh alfiaalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peranlgkat —— adal:ah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri  dari
Selmstana!: Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dare ines Dy Lembug Tkl D, an et
gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bﬂmgguqawab terhadap pelaksanaan  tugas
pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik atau
SKPD lain sesuai kewenangannya.
Air limbah domestik atau yang disebut juga air limbah rumah
tangga atau limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah
domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan
kakus yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman,
rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam
perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan
pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk
mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat
konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika
dibuang ke media lingkungan.
Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat [PAL
adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman
dibuang ke media lingkungan.
IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik
dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik

dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.

Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan‘unt:uk memsﬂkgn
atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik
sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
Sistem terpusat adalah sistem dimana fasﬂltf_asvpengolahan air
limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan
batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk
mengalirkan air limbah daﬁgf'l]‘mﬂh_mfmh secara bersamaan

:an dialirkan ke IP. erpusat. L
gﬁeﬁiﬁﬁip:t adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah

domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang

dimiliki. |
S:I;t.lel;::l setempat komunal adalah sistem setempat yang
menyalurkan air limbah domestik dari rumah mcnl%gung;l}san
perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian
diali AL komunal. '
Sliiht;;an ;iel;ipat individual adalah sistem 'SEtFIT:;}:aEE] yang
menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

(1)

Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik
setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis
bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung
dengan bidang peresap.

Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa
yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil
air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan
dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.

Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk
mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
Pemilik izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin
pemasangan SR.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk usaha lainnya.

Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan
dibuang atau dilepas ke media lingkungan.

Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang
terbawa dalam air limbah domestik.

Retribusi pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut
retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi
atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair
yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan
asas keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian ~ dan

berkelanjutan.
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) pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
a. mquendal}kan [:'-embuangan air limbah domestik;
b. mcllpdungl kualitas air tanah dan air permukaan;
c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
khususnya sumber daya air.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam
peraturan Daerah ini meliputi:
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Peran Serta Masyarakat
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pemanfaatan Sistem Pengolahan Air Limbah

Perizinan
Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan

o R0 oR

BAB IV
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Ke Satu
Umum
Pasal 4
(1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan masyarakat.
(2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. sistem terpusat; atau
b. sistem setempat, yang terdiri dari:
1. sistem setempat komunal; dan
2. sistem setempat individual.
(3) Sistem pengelolaan air limbah do
tahapan:
a. pembangunan;
b. pengolahan;
c. pemeliharaan; dan
d. pemantauan.

mestik dilakukan melalui

Bagian Ke Dua
Sistem Terpusat
Paragaraf 1
Pembangunan Sistem Terpusat

air limbah domestik sistem

Pemban elolaan
mbangunan sarana Peng g termasuk dalam kawasan

terpusat dilakukan pada wilayah yan
perkotaan.
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(1)

(2)
(3)

Pasal 6
Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri
dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
a. [PAL terpusat;
b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik
dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:
1. jaringan pipa induk;
2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
3. jaringan pipa servis;
c. SR; dan
d. jaringan pipa penggelontor.
Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan
sarana pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat
dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Paragraf 2
Pengolahan Sistem Terpusat
Pasal 8
Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat
dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan
perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk
jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang
mengandung: '
a. lemak;
b. limbah padat; dan/atau

c. zat kimia. ; _
Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai

jenis air limbah domestik yang disalurkan.
Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Paragraf 3
Pemeliharaan Sistem Terpusat
Pasal 9 o _
Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat.
Pemeliharaan jaringan perpipa
ayat (1) dilakukan dengan cara:

an sebagaimana dimaksud pada
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pemeriksaan jaringan;

penggelontoran;

pelumpuran; dan/atau

. penggantian komponen.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi:
a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
b. jaringan perpipaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan
jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupati.

po TP

Paragraf 4
Pemantauan Sistem Terpusat
Pasal 10
(1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat,
(2) Pemantauan  jaringan  perpipaan  dilaksanakan  untuk
mengetahui:
a. keandalan jaringan; dan
b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan

perpipaan.

Bagian Ke Tiga
Sistem Setempat

Pasal 11
Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan
pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air imbah domestik
sistem terpusat.
Bagian Ke Empat
Sistem Setempat Komunal

Paragraf 1
Pembangunan Sistem Setempat Komunal
Pasal 12
Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan
sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak
terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan
nduduk tinggi.
o e Pasal 13
(1) Sarana pengelolaan air limbah dnmcstﬂf dengan sisl.tem setempat
komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai
berikut:
a. IPAL komunal;
b. jaringan perpipaan; dan
c. SR.
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2) penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan
sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyar akat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah
domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

‘ Pasal 14
Sarana peng?lolaan air limbah domestik dengan sistem setempat
komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi

lingkungan.

Paragraf 2
Pengolahan Sistem Setempat Komunal
Pasal 15

(1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan
jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1).

(2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk
jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:

a. lemak;
b. limbah padat; dan/atau

c. zat kimia.
Pasal 16

(1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah
domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.

(2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesual
jenis air limbah domestik yang disalurkan.

(3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 17
Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 yang telah memenuhi baku mutu & limbah domestik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media

lingkungan.

Paragraf 3

Pemeliharaan Sistem Setem
Pasal 18 . .
setempat komunal menjadi tanggung jawab

pat Komunal

(1) Pemeliharaan sistem

pemerintah dan masyarakat. .
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dﬂngan cara:
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pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
penggelontoran; b
pelumpuran;
penyedotan endapan lumpur tinja; d
H E arn

. penggantian komponen. ’ e
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemelihara i

komunal diatur dengan Peraturan Bupati. an sistem setempat

ae op

&

Paragraf 4
Pemantauan Sistem Setempat Komunal
Pasal 19
(1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pemantauan sistem setempat
mengetahui:
a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke [PAL;
b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;

c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal;

dan/atau
d. keandalan sistem setempat komunal. .
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat

komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

komunal dilaksanakan untuk

Bagian Ke Lima
Sistem Setempat Individual

Paragraf 1
Setempat Individual

Pembangunan Sistem

domestik dengan

Pembangunan sarana pengelo 3ok
wasan yang U

& * | ) 1 arl da ka
sistem setempat mdwld?::;ln diikpiﬁat’ g sistem setempat

teriangkau jaringan Sis
kﬂ?ﬂuﬁ:l, da_-tll kefadatan penduduk sedang atau rend

21 - .
at individual terdiri dan

(1) Sarana pengelolaan sistem setempat inCY
- stalasi dan jaringan perpipast sebagai berl
a. septik tank; dan
b. bidang resapan: _ >
(2) Pﬂn}::diag,rze sgrana pcngelo]aan sistem setemP
dilaksanakan oleh masyarakat. il o6 ayat (1 huruf b
(3) Bidang peresap sebagaimana {:::«n;ang P e resapkan hasil
EE{upa salun;:;c cti:nnéﬂgud:l‘;rrnn tanah melalui penyaring sesuai
eluaran septl

standar teknis.

individual
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Pasal 22

Sarana penge_lolaan air limbah domestik dengan sistem setempat
individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi
lingkungan.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Paragraf 2
Pengolahan Sistem Setempat Individual

Pasal 23
Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem
setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik
tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1).
Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk
jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik
yang mengandung:
a. lemak;
b. limbah padat; dan/atau
c. zat kimia.

Pasal 24
Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah
domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air
limbah domestik yang disalurkan.

Paragraf 3
Pemeliharaan Sistem Setempat Individual
Pasal 25
Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung
jawab masyarakat. .
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

Paragraf 4
Pemantauan Sistem Setempat Individual
Pasal 26 _ _
Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab
Mmasyarakat. ‘
Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk
mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan

Jaringan perpipaan.
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(1
(2)

(1)

(2)

Setiap orang atau badan dilarang:

a.

a0

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27
Getiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan
air limbah domestik.
Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita
kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik
yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan
pengaduan kepada pemerintah daerah melalui SKPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Ke Satu
Hak dan Kewajiban
Pasal 28
Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik
berhak:
a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
b. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah

domestik;
c. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air

limbah domestik;
d. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan

si pengelolaan air limbah domestik.

e. mendapatkan informa )
tiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik

berkewajiban: .
a. melakukan pengelolaan air limbah domestik; o
b. mentaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah

domestik; dan

c. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ke Dua
Larangan
Pasal 29

membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara

langsung tanpa pengolahan; IR
melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah
domestik tanpa izin; +

fon air limbah domestik;

menambah atau mengubah jaringan air
membangun bangunan di atas jaringan a1t 1
menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengol

domestik;

imbah domestik;
ahan air limbah
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(1)

(2)

(3)

membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau
benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah
domestik;

membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan
air limbah domestik.

BAB VII
PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 30
Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau
jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan
pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui
penyambungan SR ke jaringan perpipaan.
Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau
sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah
domestik dengan sistem  setempat komunal melalui
penyambungan SR ke IPAL komunal.
Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau
sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal
wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem
setempat individual.

Pasal 31

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat tidak
dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan
pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-

undangan.

(1)

(2)

(1)

2)

Pasal 32
Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan
penyambungan SR.
Penyambungan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan

jaringan perpipaan.

Pasal 33 .
Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan
sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme

yang berlaku dalam Peraturan Daerah in_i. _
Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan

sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme
yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.
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BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Ke Satu
Kewajiban Izin
Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan

pengolahan  air limbah domestik dengan sistem terpusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memiliki

izin dari Kepala SKPD.
(2) Izin pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa izin pemasangan SR.

Pasal 35
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak
dikenakan biaya.

Pasal 36

Pemanfaatan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua
Masa Berlaku Izin
Pasal 37
dalam Pasal 33 ayat (2)

Izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud s :
i g ih memanfaatkan jaringan sistem

berlaku selama pengguna masl ; ;
pengolahan air limbah domestik dengan sisterm terpusat.

Pasal 38 . 1
pemasangan SR berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan

(1) Setiap izin
(satu) pengguna. .
(2) Izin pemasangan SR tidak dapat dlpmdahtangankmn.
Bagian Ke Tiga
Sistem dan Prosedur
pasal 3 sud dalam pasal 33

- * k

(1) Permohonan izin sebagaimana dima. i

disampaikan secard tertulis kel?ada Kepala SKP gan
dilengkapi persyaratan & rasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan
izin diatur dengan Peraturarn Bupall.

prosedur pemberian
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(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 40
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan
pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41
Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 34
ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau badan
yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang
melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain:
peringatan tertulis;
pembekuan sementara izin;
pencabutan izin;
penyegelan;
penutupan sementara SR;

f. penutupan SR. _
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan tahapan

penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

o0 o®

BAB X1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42 _
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan _P:_e:menntah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang hukum acara pidana.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah: _ .
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorans mear]l.lg.enal

adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan ?:I?rterlnpat
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan

kejadian;
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menyuruh berhenti seseorang dan memeri

it t}:alll'sangka; g ksa tanda pengenal

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagau

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan  orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. melakukan penghentian  penyidikan setelah  penyidik

mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
melakukan tindakan lain menurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang hukum acara pidana.

5

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

. Pasal 43
(1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin pemasangan
SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pelanggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44 :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar su i at mengetahuinya, memerintahkan
paya setiap orang dap g B

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa
Lembaran Daerah.
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Diwtapkml di Batang
Pﬂ.da tﬂnggal """"
BUPATI BATANG,

Ttd

piundangkan di Batang
pada tanggal .......

SEKRETARIS DAERAH
YABUPATEN BATANG,

Ttd

... NOMOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ....

s SERI ..
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

UMUM

Air sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, -

n tumbuhan merupakan karunia Tuhan yang
Dalam kehidupan sehari-hari manusia
menggunakan air untuk berbagai keperluan. Air mampu
melarutkan garam alkali, garam transisi, dan beberapa senyawa
karbon yang ada di tanah karena air merupakan pelarut yang
baik. Air dinyatakan tercemar apabila terdapat ganguan
terhadap kualitas air sehingga air tersebut tidak dapat
digunakan sesuai tujuan peruntukannya. _ _

Air tercemar merupakan air yang telah f:'!unalsuki malghluk
hidup (mikro organisme), zat, atau energl allubat kegiatan
manusia schingga kualitas air turun sampal ke tingkat tertentu
yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan

peruntukannya, yaitu: .
a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat d:glmaklaainn unatgk
air baku air minum, dan/atau peruntukan yang
mensyaratkan mutu air yang sama
tersebut; ‘
b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat dt% g;t:rl-f
sarana prasarana rekreasi air, pE{n]audldayaan ;n by
peternakan, air untuk mengairi pertanatizn aia: g s
peruntukan lain yans mempersyaratkan mu
dengan ke aan tersebut; ) R
C. kclags_a. tiga,gL:ilr yang peru}'lrukannya ;;1:?;1 digunakan €
pembudidayaan jkan air tawal akar Sain yane

mengairi pertanamar, dan &

hewan, maupu
tidak terbatas.

mempersyaratkan mutu air yang M ?

tersebut; .pakan untu
d. kelzs :mpat, air yang peruntukanfiys “?Sﬁ‘éu‘iiin“ lain yansé

mengairi pertanaman gin aEm p;na gengan kegunad?

mempersyara mutu air yang ®

tersebut.
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Pencemaran terjadi Pila dalam lingkungan terdapat bahan
yang man}rebgbkan timbulnya  perubahan yang tidak
diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis
cechingga mengganggu kesehatan, eksistensi dan aktivitas
manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah
domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan
membahayakan kesehatan manusia, dan merusak lingkungan.

pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan limbah cair
dalam rangka mewujudkan kabupaten yang sehat dan
melindungi serta meningkatkan kualitas air tanah dan air
peﬂnukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih,
melestarikan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesadaran
dan kepedulian dunia usaha bersama masyarakat untuk
berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 '
Jaringan perpipaan sistem terpus;.;n gjﬁiﬁg

ada wilayah Kabupaten Batang
Ealam Kawasan Perkotaan Kabupaten Batang.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b o =
i “«iaringan PErpipas
Yang dimaksud dengan J Sg D pira

itu jaringan yang terdiri ata :
e Jsalirglg berhubungan dan didalamnya

ang
{crdapat bak kontrol atau manhole.
s “igri ipa induk’
i Yang dimaksud dengan jannganmg;r;?i nlia -
it JSERRES ey S lateral dan
limbah domestik darl PIPE::
mengalirkannya ke IPAL terpusat.
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Angka 2

Angka 3

Huruf ¢

Huruf d

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b

Hurufc

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa
lateral/pengumpul” yaitu jaringan perpipaan
yang menerima air limbah domestik dari pipa
servis dan mengalirkannya ke pipa induk.

Ya_ng dimaksud dengan “jaringan pipa servis®
yaitu jaringan perpipaan yang menerima air
limbah domestik dari SR dan mengalirkannya ke
pipa lateral.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “jaringan  pipa
penggelontor” yaitu sistem perpipaan yang
berfungsi untuk menggelontor kotoran yang
menyumbat jaringan.

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai
dengan kewenangannya.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan aspek “kemiringan
lahan” yaitu kondisi alam yang merrtungkinkan
air limbah domestik dalam jaringan perpipaan
mengalir  secara gravitasi atau dengan
pembuatan jaringan yang rnemf:m{hi standar
kemiringan antara 0,5% (nol koma lima persen)

sampai dengan 1% (satu persen).
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan zat kimia, j{aitl;l sisa
hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah
domestik, antara lain klor dan kaporit.
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Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 9
Ayat (1)

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf d
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 10
Ayat (1)

a. Bak perangkap dilengkapi dengan penyaring
sampah yang digunakan untuk menangkap
pasir dan lemak.

b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada
di bawah perkerasan permanen dan harus
memiliki tempat pengambilan sampling.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain
dengan pemeriksaan pada fisik jaringan
perpipaan dan bak kontrol.

a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran”
yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah
tertentu  untuk membersihkan jaringan
perpipaan dari kotoran atau sampah yang
menyumbat.

b. Penggelontoran dilakukan dengan
memanfaatkan jaringan penggelontor yang
ada dan/atau manual menggunakan tanki
penggelontor.

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu
pengambilan endapan berupa lumpur pada bak
kontrol dan jaringan perpipaan dengan
pengambilan secara manual atau dengan
penyemprotan air (flashing).

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya

mengantisipasi adanya kebocoran jaringan
perpipaan,
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Ayat (2)
Huruf a

Huruf b
Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Huruf b

Huruf ¢
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 14

Pemantauan keandalan jaringan dilakukan
u.:lengan pengecekan kualitas air tanah di sekitar
instalasi dan jaringan perpipaan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

a. Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk
tinggi® yaitu wilayah dengan kepadatan
penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per
hektar. .

b. Metode pengolahan air limbah domestik
domestik dengan sistem setempat komunal
dapat menggunakan jenis teknologi antara
lain:

1. IPAL Komunal;

2. IPAL Komunal dengan MCK;
3. Septik Tank Komunal;

4, Bio-Digester.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan fjaringan perpipaan”
yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa
yang saling berhubungan dan didalamnya
terdapat bak kontrol yang menerima air limbah
domestik dari pipa SR dan mengalirkannya ke
[PAL komunal.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan aspek  “kondisi
lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh

akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan
sistem terpusat,
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Pasal 15
Ayat (1)

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Pasal 16
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 17

Pasal 18
Ayat (1)

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa
hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah
domestik, antara lain klor dan kaporit.

Cukup jelas.

a. air limbah domestik terlebih dahulu disaring
untuk menangkap sampah, kemudian masuk
ke dalam bak perangkap untuk menangkap
pasir dan lemak.

b. pengolahan pendahuluan tidak boleh berada
di bawah perkerasan permanen dan harus
memiliki tempat pengambilan sampling.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain
dengan pemeriksaan pada fisik jaringan
perpipaan, bak kontrol, dan IPAL komunal,

a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran”
yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah
tertentu  untuk membersihkan jaringan
perpipaan dari kotoran atau sampah yang
menyumbat,

b. Penggelontoran dilakukan secara manual
dengan penyiraman melalui jamban
masyarakat atau  menggunakan tanki
penggelontor apabila diperlukan.
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Huruf ¢

Huruf d

Hurufe
Ayat (3)

Pasal 19
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23
Ayat (1)

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu
pengambilan endapan berupa lumpur pada bak
kontrol dan jaringan perpipaan dengan
pengambilan secara manual atau dengan
penyemprotan air (flashing).

Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan
lumpur tinja® yaitu pengambilan endapan
lumpur tinja secara berkala pada IPAL komunal
dengan menggunakan mobil tanki tinja.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu
kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem
setempat komunal dilakukan melalui
pemeriksaan kualitas air.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan aspek “kondisi
lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh
akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan
sistem terpusat dan sistem setempat komunal,
dan pengolahan air limbah domestik dengan
sistem setempat individual dibangun dengan

radius paling sedikit 10m (sepuluh meter) dari
lokasi sumber air bersih.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc y
Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa
hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah
domestik, antara lain klor dan kaporit.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Air limbah domestik terlebih dahulu disaring
untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke
dalam bak perangkap untuk menangkap pasir
dan lemak.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan
lumpur tinja” yaitu penyedotan yang dilakukan
secara berkala untuk mengambil endapan
lumpur tinja dalam septik tank dengan
menggunakan mobil tanki tinja,
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu
kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem
setempat individual dilakukan melalui
pemeriksaan kualitas air.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas,
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penyambungan SR ke IPAL Komunal dilakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku di lokasi
pembangunan IPAL komunal,
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Ayat (3)
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43

Pasal 44

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ....

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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